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ABSTRAK

Kebijakan pemerintah selama ini telah banyak menimbulkan dampak-dampak
negative, disamping positif, hingga menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap
pengelola zakat yang cenderung tertutup (tidak transparan) dan hanya menguntungkan
pengelolanya. Hal tersebut tentu tujuan kemakmuran buat golongan umat Islam sulit
terwujud dan tujuan zakat tidak akan tercapai dan hal seperti ini tidak dibenarkan dalam
ajaran Islam. Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan masalah,
bagaimanakah pandangan Hukum Islam dengan adanya kebijakan pemerintah berupa UU
zakat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

Jenis penelitian ini merupaka penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat
deskriptif-analitik dengan pendekatan normative. Teknik pengumpulan datanya
menggunakan teknik observasi, dan dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Disyahkannya UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi
Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang elaksanaan UU Pengelolaan Zakat
di Negara Pancasila ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh
komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat dan bagi Lembaga
amil zakat. Dengan adanya UU zakat akan berakibat Hukum bagi yang melanggar,
sebagaimana disebutkan dalam UU zakat.

Key word: kebijakan pemerintah Indonesia, zakat, UU RI No. 38 Tahun 1999
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Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
O gAn# ditulis Muhaqqiqun
« ditulis Lubb

Ta’ Marbutah di akhir kata ditulis /

dn 2 ditulis syari’ah

& 3 ditulis ‘uzlah

(Ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a

2. Kasrah ditulis i

3. Dammah ditulis u

Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a~
t'S \> ditulis hakim

2. Fathah + Ya mati ditulisa”
e ditulis yas'a

3. Kasrah+ Yamati ditulisi”
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o> ! ditulis ar-Rahim
4. Dammah + wau ditulis u
J g2 ditulis huqug
Vokal Rangkap
1. Fathah + ya ditulis ai
‘.5—’ ditulis bainakum
2. Fathah + wau ditulis au
J 3 ditulis maula
Vokal-vokal- pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
apostrof -
to‘-‘-i“ ditulis a 'antum
st ditulis u'iddar
Kata sandang
1. Bita ditkoti huruf Qamariyyah ditulis al-
st ditulis al-‘abd
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf Z dan

menggardakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.
dJ gwit ditulis ar-Rasul
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

GBHN, Ketetapan MPR No.JV/MPR/1999, menyebutkan
tujuan pembangunan Nasional antara lain: untuk mewujudkan
kehidupan bangsa yang berdaulat mandiri, berkeadilan, sejahtera,
maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Di bagian lain, dalam
bidang ekonomi arah pembangunan nasional: mengupayakan
kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi
masyarakat, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar dengarl
mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program pemerintah
serta menumbuh kembangkan usaha dan kreatifitas masyarakat yang
pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan
efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.?

Keinginan untuk menumbuhkan kesejahteraan ini sejalan
dengan syari'at yang mengusahakan terbinanya: (a) rea]i—sasi
sepenuhnya atas nilai-nilai Islam di dalam setiap individu Muslim
maupun di dalam masyarakat secara keseluruhan, dan (b) kecukupan
seluruh kebutuhan dasar bagi kehidupan seluruh anggota masyarékat.

DKetetapan MPR RI 1999, (Jayakarta: Pabelan Jayakarta, 1999), hlm. 60.

A1bid, hlm. 70.



Berbagai usaha dapat dijalankan untuk menumbuhkan kesejahteraan ini.
Salah satu di antaranya adalah dengan melalui lembaga zakat.®
Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam,
disamping syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat dan shalat dijadikan
oleh al-Qur’an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam.4)
Banyak ayat al-Qur’an yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi
dengan perintah membayar zakat, ini berarti kedudukan zakat sama
pentingnya dengan empat prinsip lainnya, firman Allah SWT :
5@6\)\@ LonS™ 119 548 1 531 g5 slialt 1 gasdl s
Sebagaimana diketahui, zakat dan berbagai bentuk ibadah
sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber
~pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat Muslim, disamping
itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi- gerbagai macam sosial
cost yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi
fardhu ‘ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang

beragama Islam.® Zakat harus diberikan bagi delapan kelompok

AMubyarto dkk, Islamt dan Kemiskinan, cet 1, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 15.

YMunawir Sadzali, “Zakat Untuk Xesejahteraan Umat dan Pajak Untuk
Pembangunan Bangsa”, dalam B. Wiwgho dkk, Zakaf dan Pajak, cet. 1, (Jakarta: Yayasan

Bina Pembangunan, 1991), him. 29.
- Sal-Baqarah (2): 43
8Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan
Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 131.



sasarannya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah SWT

yang termuat dalam firman-Nya:

BN 3y ot 5 Al Lde calatally 2l g ol 38l Bl W
n.r_s.a-r.)&di\\j -;‘:U\UOMJBJ,__“J}UJU .;‘:\.‘.\J.‘._..ud}uy)wﬁ

Namun demikian, terlepas dari sifat zakat yang wajib
dikeluarkan (jadi pendorong keagamaan bagi umat Islaml untuk
membayarnya), fungsi zakat sebagai obat untuk menyembuhkan
penyakit sosial ekonomi tidak otomatis selalu dapat dipenuhi.
Keberhasilan zakat untuk dapat merealisasikan tujuan yang sfesifik
itu, menurut Taufik Abdullah dan M. Dawam Rahardjo, tergantung
kepada beberapa hal. Yang terpenting diantaranya, hal itu tergantung
kepada bagaimana zakat dikelola, terutama menyangkut mekanisme,
pengumpulan dan pendistribusiannya.® Dalam hal ini pengelolaan
zakat dilakukan oleh Amil Zakat % yang diangkat oleh penguasa atau

oleh lembaga keagamaan, mempunyai tugas pokok mengumpulkan,

Nat-Taubah (9): 60

BBahtiar Efendy, Islam dnan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam
di Indonesia, cet 1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 296.

9Dalam teks kitab-kitab figh dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai

amil adalah pihak yang disebut Imam. Imam menurut mereka adalah Khalifah atau amir
disebut juga Pemerintah yang efektif. Namun dalam perkembanganya konsep imam
bergeser pada figur tokoh keagamaan lokal atau panitia yang ditunjuk oleh pimpinan
organisasi keagamaan. (Masdar F. Mas'udi, Agama Kendilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam
Islam, cet.3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), him. 150-151.



mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama.10

Bila kita lihat di Indonesia, pada bulan Ramadhan terutama
menjelang Hari Raya Idhul Fitri, berbagai bentuk kepanitiaan zakat
ada dimana-mana, umumnya berskala lokal, baik terkait dengan
Kepengurusan Masjid, Ormas Islam, Lembaga Pendidikan, Majlis
Ta'lim dan sebagainya. Sementara kepanitiaan musiman itu terus
digalakkan, pemerintah juga mencanangkan gerakan pengelolaan
zakat melalui birokrasinya, seperti pembentukan BAZIS (Badan Amil
Zakat, Infaq dan Shadagah) yang bertugas mengumpulkan dan
mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqoh.1))

Pembentukan Bazis merupakan sebuah terobosan kelembagaan
sehubungan dengan administrasi dan manajemen zakat, terutama
dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya seperti yang dapat
dilihat di Jakarta, pembentukan Bazis tidak hanya mengintensifkan

tingkat dan besarnya pengumpulan dan pendistribusian zakat,

0 Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolann Zakat,

{Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia Dir Jend Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji, 1999), him.7, Bab I, pasal.8.

WPada tahun 1968, dikeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968

tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Walau ditunda pelaksanaanya dengan intruksi
Menteri Agama No. I Tahun 1968. Dan juga adanya anjuran dari Presiden Soeharto pada
peringatan Isro’ Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara tentang pelaksanaan
zakat, untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Andy Lolo Tonang,
“Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amil Zakat”, dalam Zakat dan
Pgjak.,hlm.270. Demikian juga Pada tahun 1991, Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama {(SKB) mengenai Badan Amil Zakat dan
Shadaqoh (BAZIS). Bahtiar Efendy, Islam dan Negara...him.295.



melainkan juga mendiversifikasikan kategori harta dan pendapatan
yang harus dikeluarkan zakatnya.'?

Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan
zakat, berdampak pula terhadap masyarakat terutama di daerah-
daerah, sehingga pengelolaan zakat berkembang dengan baik,
walaupun diakui berbedabeda di dalam pola dan bentuk
pengelolaanya. Propensi atau daerah-daerah yang dianggap sangat
menonjol dalam mengelola zakat misalnya; DKI Jakarta dan Jawa
Barat, (khusus untuk zakat fitrah berhasil mengumpulkan dana Rp. 8
milyar pertahun). Demikian juga Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa
Aceh dan beberapa kabupaten atau kecamatan di Jawa Timur dan
Jawa Tengah.® Dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan zakat
dibuktikan dengan di setujuinya RUU Zakat oleh DPR dan disyahkan
menjadi Undang-Undang Zakat'¥) oleh Presiden B] Habibi.

Kebijakan  pemerintah  terhadap gagasan sentralisasi
pengelolaan zakat oleh pemerintah lewat pembentukan Badan Amil,
Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) diharapkan jumlah yang

terkumpul akan makin besar, distribusinya makin efektif dan

12Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun

1976 mengidentifikasi “lima kategori harta dan pendapatan yang harus dikeluarkan
zakainya”, kelimanya adalalt hewan piaraan, makanan hasil panen, emas dan perak,
usaha (perdagangan, industri, jasa), dan pendapatan-pendapatan tak terduga, yang
diterima tanpa susah payah. Ibid, him 295.

3 Andy Lolo Tonang, dalam Zekat dan Pajak., hlm.272.

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Talun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.



mengenai sasaran, dan tujuan zakat sebagai alat untuk memakmurkan
umat Islam lebih mungkin dicapai. Dalam pikiran ini terkandung
asumsi, bahwa pemerintah bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas
menciptaan kehidupan yang lebih baik bagi umat Islam. Ide ini tidak
keseluruhan salah, meski dalam kenyataannya tidak semudah itu.

Bila melihat pengalaman Orde Baru yang sen&ahsﬁs
menunjukan, pemerintah yang diberi wewenang terlalu banyak untuk
mengelola “kemakmuran” masyarakat bisa berbuat jahat dengan
mengkorupsi wewenang itu. Pengalaman Orde Baru juga menunjukan
“ negara “ merupakan arena yang tidak sepenuhnya netral, sebab di
sana ada kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk
memperebutkan posisi dan pengaruh.1®

Keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari kebijakan
pemerintéh dalam pemanfaatan zakat mesti ada, keuntungan bila
zakat dikelola secara sentralistis oleh suatu kekuatan politik besar
seperti negara, maka kesejahteraan umat Islam akan terwujud, atau
keuntungan bila dikelola oleh masyarakat, maka sumber kekuatan
masyarakat yang paling utama yaitu, sumber daya ekonomi, akan
tetap ada pada masyarakat. Kerugian dari dampak kebijakan ini,
misalnya pelemahan terhadap masyarakat, karena sumber-sumber

kekuatanya “diambil alik” pemerintah.16)

151Ul Abshar Abdalla, “Sedikit Gagasan Tentang Zakat”, Kompas, ( 23 Desember
2000), kolom. 5.

18)[hid, kolom. 5.



Sebagaimana sudah diketahui dan dijalankan bahwa umat
Islam yang menempati mayoritas di Indonesia sudah menerima
Pancasila dan UUD 45 sebagai falsafah dan dasar negara. Kebijakan
pemerintah dalam pemanfaatan zakat pada intinya adalah wujud dari
peran pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat
yang kesemuanya itu sejalan dengan tujuan zakat.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara
atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk
memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.!”Sejak
masa Nabi hingga pertengahan pertama masa pemerintahan kha]ifahl
Utsman, zakat dipungut oleh negara.’®® Dan penguasa dapat
mengambil dengan paksa bagi yang enggan membayar zakatnya.

Wewenang melakukan paksaan terhadap mereka yang enggan
membayar zakatnya memang dapat disimpulkan dari kebijaksanaan
Abu Bakar Siddiq r.a. selaku kepala negara, terhadap mereka yang
tidak mau membayar zakatnya.’®)

Kebijakan pemerintah selama ini telah banyak menimbulkan

dampak-dampak negatif, di samping positif, hingga menyebabkan

Muhammad Daud Al, Sistemt Ekonomi Islom Zakat dan Wakaf, cet. 1, (Jakarta: Ul-
Press, 1988), him. 51 ‘

1 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum,
Politik, dan Ekonomi, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), him. 187.

19)Sjechul Hadi Permono, Pemerintalt Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat, cet.
2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), him. 6.



kurang percayanya masyarakat terhadap pengelola zakat yang
cenderung tertutup (tidak transparan) dan hanya menguntungkan
pengelolanya, dengan adanya hal tersebut tentu saja tujuan
kemakmuran buat golongan umat Islam pasti sulit terwujud dan
tujuan dari zakat sendiri tidak akan tercapai dan ini tentunya tidak
dibenarkan dalam ajaran Islam.

Akhirnya, adanya 'kebijakan yané; dikeluarkan pemerintah
menimbulkan masalah, bagaimanakah pandangan hukum Islam
dengan adanya kebijakan pemerintah berupa undang-undang zakat

yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil
beberapa pokok masalah yang perlu dibahas:
1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah dalam optimalisasi

pemanfaatan zakat dalam perspektif hukum Islam ?

. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh
kepastian tentang pandangan hukum Islam terhadap kebijakan

pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan zakat dan



menjelaskan  bentuk-bentuk  kebijakan  pemerintah dalam
pemanfaatan zakat.
2. Kegunaan Penelitian

Sedang kegunaan penelitian ini secara teoritik dapat
memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan
pemerintah dalam optimalisasi pemanfaatan zakat menurut
pandangan hukum Islam sebagai refleksi ajaran agama terhadap
masalah-masalah yang terjadi pada masa kini. Sedang secara
akademis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan

pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kalau ditelusuri memang cukup banyak buku yang membahas
tentang peran negara atau pemerintah dalam zakat. Pertimbangan
demikian dikarenakan zakat adalah satu dari lima rukun Islam yang
paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bila hukum Islam yang
lain lebih menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan-nya, maka
zakat menyangkut hak masyarakat, khususnya para fakir miskin. Jadi

zakat merupakan kewajiban aéama dan sekaligus kewajiban muslim

sebagai warga suatu negara. Di samping Tuhan sendiri, pemerintah " ™~
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yang sah dipilih secara demokratis oleh warganyapun dapat memaksa
dipatuhinya kewajiban zakat.2")

Berbagai literatur tentang zakat dan peran negara antara lain
ditulis oleh Sjechul Hadi Permono dalam bukunya, Pemerintah
Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat, dijel'és-i;an bahwa peran
negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu adalah
negara Islami yang berarti berhak dan bahkan wajib mengelola
zakat,?) dengan sebelumnya melakukan perbandingan antara sistem
pemerintahan negara Islam dengan sistem pemerintahan Republik
Indonesia.

Karya Yusuf Qardhawi yang berjudul, Fighuz-Zakat, yang sudah
diterjemahkan, dalam Bab Hubungan Pemerintah dengan Zakat
dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa,
dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dariorang
yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak

menerima. Dan yang menolak mengeluarkan zakat penguasa dapat

WdMubyarto, “Zakat di Negara Pancasila”, Pesantren, No.2, Vol III, Tahun 1986,
him.35.

) Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia., him.151.
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mengambil dengan paksa.?? Demikian juga yang diungkapkan oleh
Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pedoman Zakat.23)

Muhammad Daud Ali, dalam bukunya, Sistem Ekonomi Islam
Zakat dan Wakaf, menjelaskan mengenai perkembangan zakat di
Indonesia dengan segala permasalahannya dan dijelaskan juga
mengenai berbagai upaya pemecahan dalam pelaksanaan zakat
tersebut, dalam Sub Zakat dan Perundang-undangan dijelaskan,
mengingat potensi dana zakat besar, untuk menanggulangi
kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan
keadilan sosial, pengelolaan zakat sebaiknya diatur pemerintah-
melalui perundang-undangan.29

Dalam bukunya, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, karya Masdar
F. Mas'udi membahas mengenai manunggalnya kembali pajak dan
zakat sehingga membawa implikasinya terhadap pemahaman
mengenai konsep agama dan negara. Juga dijelaskan bahwa pihak
yang paling layak menangani zakat adalah negara atau pemerintah,
mengingat sasaran sosial dari kewajiban zakat yakni tegaknya

keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Karena, tanpa

yYusuf Qardawi, Fighuz Znkat, alih bahasa, Salman Harun dkk, cet. 5, (Jakarta:
Pustaka Litera Antara Nusa dan Mizan, 1999), him. 733.

DHasbi ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999), him. 56.

2)Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam., him, 74.



12

peranan “negara” idealisme zakat untuk menegakkan keadilan akan
jauh dari kenyataan.? Dan juga buku yang berjudul Zakat dan Pajak
yang diangkat dari hasil seminar Nasional yang membahas tentang
Zakat dan Pajak yang didalamnya membahas antara lain mengenai
hubungan zakat dan pajak, Zakat sebagai sumber dana masyarakat
dan lainnya yang disusun oleh B. Wihoho dkk. Sedangkan literatur
berbahasa Arab yang dipakai diantaranya karya al-Mawardi yang
berjudul, al-Ahkamus - Sultaniyah yang telah diterjemahkan, yang berisi
tentang hak-hak dan kewajiban para pemimpin, agar bisa adil dalam
kepemimpinannya dan keputusannya.?¢}

Dari berbagai penelaahan pustaka tersebut di atas, persoalan
pelaksanaan zakqt dan peran pemerintah di dalamnya telah banyak
dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Namun
demikian pembahasan mengenai optimalisasi pemanfaatan zakat oleh
pemerintah dalam bentuk undang-undang ditinjau dari perspektif
hukum Islam sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada
dataran penelitian. Dan penyusun sangat menyadari bahwa penelitian

ini tidak terlepas dari pembahasan dan pemikiran yang telah ada.

)Masdar F. Mas'udi, Risalak Zakat (Pajak) Dalam Islam., hlm. 164-165.

B)Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah Fi Al-'Wilayah Ad-Diniyyah, alih bahasa,
Fadhli Basr, cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 2000), him. 23.
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E. Kerangka Teoretik

Kata zakat disebut 30 kali dalam al-Qur’an, di antaranya 27 kali
~disebutkan dalam 1 ayat bersama shalat, dan hanya satu kali
disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di
~dalam satu ayat.?”) Dari sini dapat dilihat bahwa ide adanya anjuran
untuk mendirikan shalat dan membayar zakat, bahwa orang yang
mempunyai hubungan vertikal yang baik, maka harus mempunyai
hubungan horisontal yang baik pula. Semakin religius seseorang, akan
semakin besar pula pemikirannya kepada masyarakat.?)-Karena itu
setelah shalat, zakat merupakan rukum Islam terpenting. Diatas dua
fondasi inilah berdiri bangunan Islam.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhj
kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia ini dan di
akhirat kelak. Sebaliknya, yang menolak membayar zakat diancam
dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.?) Pentingnya
zakat secara mendasar telah digambarkan dalam al-Qur’an :

B s 0 g ot e St g Loy 55 1y 31 gl 1gad)
30, pas O ghass L i} O

Pal-Mu'minun (23) : 2-4.

BSeperti yang telah diungkapkan oleh Nurkholis Madjid dalam sebuah
makalahnya yang berjudul “Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat”, 2000.

_ ®¥asin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, alih bahasa Wawan S.
- Husin dan Danny Syarif H, cet. 2, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), him. 15.

¥al-Bagarah (2) : 110
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Mengenai pembagian zakat, telah dijelaskan juga dalam al-
Qur’an, firman AllahSWT :

BN 3y ot 5B 25 Lede Calalally Sl o 24D sl W
r..i)-r..l;dﬂbim ,;oni..,a.v).e LM..J‘ }‘”‘J‘M‘dju‘-‘)w‘_j

Bila melihat pelaksanaan zakat di Indonesia di mana lebih
banyak diserahkan kepada lembaga swadaya masyarakat atau
keagamaan pada perkembangannya masih belum bisa maksimal. Hal
ini disebabkan oleh sistem zakat yang kurang proporsional. Untuk itu
memang perlu dibangun kelembagaan manajemen zakat yang
canggih, tegas dan kuat sehingga dapat memecahkan masalah
kesejahteraan umat masa kini dan masa datang. Firman Allah :

32 uﬁ.{jjrﬁﬁbdﬁwéijﬁ‘uﬁb

Bahwa perintah pelaksanaan zakat berkaitan dengan
pemungutan, pengumpulan dan pendistribusian harta zakat, tugas
tersebut bukan merupakan tugas bagi perorangan melainkan menjadi
tugas negara®® Maka barang siapa diantara orang-orang tersebut
menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat diambil dari orang itu

dengan cara paksa.¥

Wat-Taubah (9): 60
32)at-Taubah (9) : 103
BYusuf Qardawi, Fighuz Zakat, hlm. 733

MIbn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam al-Bukhari, (Ltp.: Al-
Maktabah as-Salafiyah, t.f), IV: 102
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Karena itu peran aktif pemerintah dalam melakukan tugas yang,
berkaitan dengan zakat sangat menunjang tercapainya tujuan dan
fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan juga

keadilan sosial. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

9 2dall b by e 3 e oW1 O3 i

Jadi, zakat merupakan kewajiban agama dan sekaligus
kewajiban muslim sebagai warga negara untuk mematuhi segala
peraturan  atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
khususnya tentang zakat. Dan pemerintahan yang sah dapat memaksa

dipatuhinya kewajiban membayar zakat, bila ada yang menolak

melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah :

9o San W gl g e M gmdsl g A 1yl el i Ll

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

research) yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan

®As-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Fury’, (Semarang: Toha Putra, t.1), hlm.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
dengan pokok bahasan.
83.

36)an-Nisa (4) : 59
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat diskripﬁk~ana]jtik, dimana penyusun
memaparkan mengenai konsep zakat dan peran pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan zakat, yang
kemudian dianalisa untuk mengkorelasikannya dengan hukum
Islam. |
3. Pendekatan Penelitian
Dalam hal "ini pendekatan normatif, yaitu suatu cara
pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan
pada kebenaran dan ketepatan argumentasi yang dijadikan pijakan
dengan kaidah-kaidah yang ada.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat
dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data
yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang, sesusi
dengan obyek kajian. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
suatu teknik observasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya
ilmiah lain yang berkaitan erat dan rélevan dengan obyek
penelitian ini.
5. Ana]jsé Data
Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun
menggunakan metode deduktif yaitu proses analisa yang

berangkat dari visi dan gaya pemikiran umum sifatnya untuk



17

kemudian diaplikasikan untuk menentukan permasalahan yang
dihadapi dalam bentuk khusus.?? Metode ini digunakan untuk
menyoroti operasional pelaksanaan zakat oleh pemerintah dalam

bentuk undang-undang,.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan
terhadap permasaﬁlahan yang diangkat maka pembahasannya disusun
secara sistematis‘ tata urutan pembahasan yang ada dan berhubungan
satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan sebagaimana berikut :

Bab satu, memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang
terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan
Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan
Sistematika Pembahasan.

Bab dua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu
akan dipaparkan gambaran umum tentang zakat, yang meliputi :
Pengertian Zakat dan Dasar Hukm-nnya, Tujuan dan Prinsip-prinsip

| Zakat, Zakat Sebagai Sumber Dana Umat, Masyarakat dan Negara,
serta Zakat dan Pajak, di dijelaskan dalam dua sub, pertama, membahas
hubungan Zakat dan Pajak, kedus, membahas mengenai Persamaan

dan Perbedaan Zakat dan Pajak. Hal ini penting diuraikan untuk

3Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. 13, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fak.
_ Psikologi, 1978), him. 1: 47.



18

mengetahui potensi zakat sebagai sumber dana yang sangat potensial
bagi masyarakat.

Bab tiga, membahas mengenai Tinjauan Kebijakan Pemerintah
Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat di Indonesia yang meliputi:
Pengertian Kebijakan Pemerintah dan Dasar Pelaksanaannya,terdiri
dari dua sub, pertama, Pengertian Kebijakan Pemerintah, kedua, Dasar
Pelaksanaannya Pelaksanaan Zakat di Indonesia yang meliputi dua
sub yaitu, pertanla, Permasalahan Zakat di Indonesia dan kedua,
Kebijjakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan
Zakat, dan Pemanfaatan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Bab empgt, analisis dari Kebijakan Pemerintah Indonesia
Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Dalam Persfektif Hukum
Islam, meliputi tiga sub yaitu, pertama, Dasar Pembentukan Kebijakan,
kedua, Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pemanfaatan Zakat, dan
ketiga, Bentuk Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan Zakat.

Bab lima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian
pembahasan yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran yang relevan

dengan pembahasan ini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang masalah seputar zakat
dan peran pemerintah Indonesia di dalamnya, di mana zakat sebagai
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam, zakat juga
merupakan dana masyarakat yang dapat digunakan untuk
kepentingan sosial. Karena itu zakat harus dikelola secara sungguh-
sungguh baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 adalah pemerintah yang berasas Islami,
hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi antara Pancasila
dengan ajaran Islam. Pemerintah Indonesia  mempunyai
wewenang dan bahkan wajib mengelola zakat sebagaimana
negara Islam lainnya. Lebih-lebih mengingat ketentuan pasal 29
UUD 1945 yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk
memberikan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran
agamanya masing-masing dan pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD
1945 yang berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab
terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir

miskin, yang jadi sasaran wutama bagi pendayagunaan zakat.

85
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Dengan demikian pemerintah Indonesia wajib melakukan usaha
untuk meningkatkan pelaksanaan zakat.

2. Disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan
keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di negara
Pancasila ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai
pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi yang -
telah wajib mengeluarkan zakat {muzakki) dan bagi badan atau
lembaga ami) zakat. Dan adanya legalisasi Undang-Undang zakat
tentunya akan Dberakibat hukum bagi yang melanggar
sebagaimana disebutkan dalam undang-undang zakat, seperti
juga yang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar r.a. Dengan
demikian ummat Islam sebagai warga negara Indonesia yang
mempunyai dua kewajiban yaitu zakat sebagai perintah agama
dan pajak sebagai warga negara, wajib patuh terhadap
pelaksanaan undang-undang zakat atau kebijakan pemerintah
tersebut, selama tetap berpijak pada kemaslahatan dan tidak

menyimpang, dari syari’at Islam.

B. Saran- Saran

1. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat
yang telah lama dicita-citakan keberadaannya oleh umat Islam,

diharapkan benar-benar dapat direalisasikan oleh pemrintah
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sebagaimana Undang-Undang pajak yang telah ada, dengan tidak
mengulang kembali sejarah Orde Baru di mana dana rakyat tidak
sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Ummat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, semestinyalah turut
serta untuk merealisasikan pelaksanaan Undang-Undang Zakat,
karena tanpa peran serta dari ummat Islam akan sulit untuk
mewujudkan  Undang-Undang Zakat tersebut. Meskipun
mempunyai dua kewajiban yaitu zakat dan pajak, namun harus
disadari bahwa kedua-duanya harus dilaksanakan, sebagai

kewajiban warga negara dan kewajiban agama.
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LampiranI

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO

FN

HLM

TERJEMAHAN

BAB1

2

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk
hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang
yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang
yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

30

13

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan
kebajkan apa saja yang kamu wusahakan bagi
dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di
sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-
apa yang kamu kerjakan.

31

14

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka.

14

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus
dikaitkan dengan kemaslahatan.

35

15

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul {Nya), dan ulil amri di antara kamu.

BABII

20

Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala
yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

20

Sebagian dari harta dan sejenisnya diwajibkan
syara’ diberikan kepada orang-orang fakir dengan
persyaratan tertentu.




13

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka
bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja
kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka
serta kepunglah, jika mereka bertaubat dan
mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka
berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang,. -

10

14

Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan
mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-
orang kaya dan diberikan kepada orang-orang
fakir di antara mereka.

11

15

23

Demi Allah, aku akan memerangisiapapun yang
memisahkan antara zakat dan shalat karena zakat
merupakan kewajiban atas harta, demi Allah,
andajkata mereka tidak lagi memberikan seekor
anak kambing yang dulu mereka berikan kepada
Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka
karenanya.

12

17

24

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan
menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah
saudara-saudaramu seagama. Dan  Kami
menjelaskan  ayat-ayat itu bagi kaum yang
mengetahui.

13

19

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara
orang-orang kaya saja diantara kamu.

14

24

27

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang
baik, Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat
unfuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan-
Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik
dan yang paling besar pahalanya.

15

26

28

Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata
air, atau diairi oleh air yang mengalir pada
permukaan bumi ditentukan zakatnya
sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang
diairi sumur (irigasi) seperduapuluh dari hasilnya.

1




16

30

29

Barang siapa memperoleh kekayaan, maka setelah |
berlalu setahun berlaku zakat atasnya.

17

33

30

Barang siapa yang diamanahi memelihara harta
benda anak yatim, maka jagalah harta itu dengan
baik dan jangan membiarkannya tidak
menghasilkan (tidak berkembang) sehingga dapat
dipungut zakat.

18

37

31

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk
hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang
yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang
yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi.

BAB Il

19

43

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

20

43

Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-
orang yang melewati batas.

21

10

43

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu
jadi  orang-orang yang selalu menegakkan
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalal
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

13

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu
khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena
ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan
Allah akan mendapat azab yang berat, karena
mereka melupakan hari perhitungan.

11




23

15

45

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka.

24

35

60

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka.

25

37

62

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan
menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah
saudara-saudaramu seagama. Dan  Kami
menjelaskan  ayat-ayat itu bagi kaum vyang
mengetahui.

26

39

62

Islam itu didirikan atas lima dasar yaitu: mengaku
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan
bahwasanya Muhammad itu wutusan Allah,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan
mengerjakan  haji serta  berpuasa dibulan
Ramadhan.

BABIV

27

69

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. = Maka janganlah  kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang
dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.

28

69

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus
dikaitkan dengan kemaslahatan.

29

11

73

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya untuk memerdekakan budak, crang-orang
yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang

v




yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi.

30

12

74

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka.

31

16

75

Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan
mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-
orang kaya dan diberikan kepada orang-orang
fakir di antara mereka.

32

19

76

Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas
mediumnya dan bagi medium hukumnya sama
dengan hal yang dituju.

33

25

78

Apa yang wajib ditunaikan, maka segala macam
jalan yang dapat menghasilkan adalah merupakan
hasil pemenuhan.

34

32

32

Semua manusia adalah pemimpin, dan semua
pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya.
Pemerintah adalah pemimpin (pelindung rakyat),
dan dia akan diminta pertanggung jawabannya.

35

83

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta'atilah Rasul (Nlya), dan ulil amri di antara kamu.

36

35

33

Dan tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.




Lampiranll :

BIOGRAPIULAMA DAN SARJANA LAINNYA

1. AL-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib,
lahir pada tahun 370 H, belajar di Basrah dan Bagdad selama dua
tahun. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, ahli figh,
ahli ushul figh dan ahli tafsir, dan merupakan tokoh terkemuka
mazhab Syafi'i serta pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam
pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah tempat dari satu
kota ke kota lain sebaga hakim, beliau akhirnya kembali dan menetap
di Bagdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pada masa
Khalifah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul awwal tahun 450 1
dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya-
karyanya dalam berbagai cabang ilmu, dari Ilmu Bahasa sampai
Sastra, Tafsir, Figh, dan Ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang
paling terkenal adalah Adabu ad-Dunya wa ad-Dini (Tata Krama
Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu ada empat karya tulis
lainya antara lain: al-Ahkamu as-Sulthaniyyah dan Qanunu al-Wizarati,
Siyasah al-Malili. Dari kedua buku itu yang pertamalah yang paling
terkenal, dalam buku ini dapat dikatakan sebagai “konstitusi wmum"”
untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang
Jabatan Khalifah dan Syarat-syarat sebagai Pemimpin, Kepala Negara
dan Pembanftunya (stafnya), baik di pemerintahan pusat maupun
daerah dan tentang Perangkat-perangkat Pemerintah yang lain.

2. Al-Bukhari

Imam bukhari (Bukhara, 13 Syawal 194 / 21 Juli 810- Khartanak, 30
Ramadhan 256 / 31 Agustus 870). Nama lengkapnya adalah Abu
Adullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin
Bardizbah al-Bukhari. Beliau adalah salah seorang dari periwayat dan
ahli hadist yang terkenal. Untuk mendapatkan keterangan yang
lengkap tentang suatu hadist, Bukhari melawat ke daerah Syam
(Suriah), Mesir dan al-Jazair masing-masing dua kali, ke Basrah empat
kali dan menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun.
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Bukhari terkenal sebagai penghafal hadist, hadist-hadist yang
dihafalnya itu terdiri atas 200.000 hadist yang tidak shahih dan 100.000
hadist yang shahih. Di samping sebagai penghafal hadist Imam
Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Diantara
karyanya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadist adalah
kitab al-Jami’ as-Sahih, sesuai dengan namanya, kitab al-Jami” as-Sahih,
adalah kitab yang khusus memuat hadist-hadist shahih. Dari 100.000
hadist yang diakuinya shahih, hanya sebanyak 7.275 buah hadist yang
di muatnya dalam kitab tersebut.

Ketelitianya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadist tersebut
menyebabkan para ulama hadist belakangan menempatkan kitab
Shahih  al-Bukhari pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab
hadist yang mu’tabar.

al -

3. Yusuf Qardawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardawi lahir pada
tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab dibagian barat Mesir.
Awal pendidikan pada tahun 1952-1953, menyelesaikan studinya di
Fakultas Syariah al-Azhar Mesir, pada tahun 1957 kemudian
melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah
Islam. Pada tahun 1976 lulus dengan gelar Doktor, dengan disertasinya
yang hingga sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap
dengan judul Fighuz Zakat.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqih, hadist, yang mencakup
puluhan buku. Pemikiran Yusuf Qardawi dalam bidang politik dan
agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna.

Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam Ilmu
Tafsir dan Hukum Islam.
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Nama Orang Tua
Ayah : Ketut Masyhudi Hasan
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Riwavat Pendidikan Formal
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